
 

 

 

 
 

 

WALIKOTA SIBOLGA 

PROVINSI SUMATERA UTARA 
 

PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA 
NOMOR 04 TAHUN 2018 

 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 51 TAHUN 2017  

TENTANG STANDAR BIAYA URUSAN PENGAWASAN, PERENCANAAN,  
KEUANGAN DAN KEPEGAWAIAN TAHUN ANGGARAN 2018 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA SIBOLGA, 
  

SALINAN 

Menimbang :    
 

a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (ABPD) Kota Sibolga Tahun 

Anggaran 2018, perlu dilakukan penetapan Standar Biaya 

Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah diatur dalam 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017  

tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018; 

 
b. bahwa Peraturan Walikota Sibolga  Nomor 51 Tahun 2017  

tentang Standar Biaya Urusan Pengawasan, Perencanaan, 

Keuangan dan Kepegawaian Tahun Anggaran 2018 tidak 

sesuai lagi dengan keadaan sehubungan dengan adanya 

perubahan/penyempurnaan pengaturan tentang uraian 

pembiayaan dan jumlah tarif pembiayaan; 

 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 

51 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Urusan Pengawasan, 

Perencanaan, Keuangan dan Kepegawaian Tahun Anggaran 

2018; 

 

Mengingat  : 
 

1. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam 

Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

2. Undang-Undang.... 



 

 

 

 
 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 

 
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

 
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4355); 

 
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4438); 

 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas  Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 

 

 
 

12. Peraturan.... 



 

 

 

MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN WALIKOTA NOMOR 51 TAHUN 2017 TENTANG 

STANDAR  BIAYA URUSAN PENGAWASAN, PERENCANAAN, 
KEUANGAN DAN KEPEGAWAIAN TAHUN ANGGARAN 2018. 

 

Pasal I 
 

1. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga berbunyi 
sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan 

Walikota ini yang merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 
 

 
 

 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang 

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian 

Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5178; 

 
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 

sebagaimana telah diubah beberapa keli terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas  Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 310); 

 
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825); 

 
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017tentang 

Standar Biaya Masukan  Tahun Anggaran 2018 (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 533); 

 
15. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 8 Tahun 2009 tentang 

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Sibolga Tahun 2009 Nomor 8); 

 

16. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 1 Tahun 2017 tentang 

Pembentukan Perangkat Daerah Kota Sibolga (Lembaran 

Daerah Kota Sibolga Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan 

Lembaran Daerah Kota Sibolga Nomor 12); 

2. Ketentuan.... 



 

 

 

2. Ketentuan Lampiran III diubah  sehingga berbunyi 
sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan 

Walikota ini yang merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

 

 
Pasal II 

 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga. 

 

      

  Ditetapkan di Sibolga 
pada tanggal 09 Maret 2018 

 

WALIKOTA SIBOLGA, 

 
                        dto. 
 

M. SYARFI HUTAURUK 
 
 

Diundangkan di Sibolga 
pada tanggal 09 Maret 2018 

  

SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA, 

 
 

dto. 

 
 

MHD. YUSUF BATUBARA, SKM, M.M. 

 
BERITA DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2018 NOMOR 95 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


